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ABSTRAK

Advokat sebagai profesi vang bebas, mandiri dan bertanggungjawab memiliki
peran penting dalam upaya implementasi prinsip persamaan di hadapan hukum.
Profesi Advokat sebagai officivm nobile menuntut Advokat untuk berperan aktif
dalam memfasilitasi pemberian akses kepada masyarakat terhadap keadilan vang
diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan hukum. Kendatipun Undang-Undang
Dasar Repulik Indonesia Tahun 1945 (UUD Rl 1945) tidak secara eksplisit
menyatakan bantuan hukum sebagai hak warga negara, namun sebagai konsekuensi
negara hukum vang dinvatakan secara tegas dalam Pasal 1 avat (3) UUD RI 1943
maka bantuan hukum sebagar hak asasi manusia harus dipandang schagai hak
konstitusional warga negara. oleh karena itu negara wajib menjamin pemenuhannva
tanpa perlu dibenturkan dengan alasan finansial. Lahirnya Peraturan Pemerintah No.
83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara
Cuma-Cuma vang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang
Advokat diharapkan mampu membuka akses bagi masyarakat untuk dapat mengklaim
hak-hak dasar mereka terutama hak untuk dapat diadili secara adil. Rumusan
permasalahan dalam penulisan ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban
Advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma menurut Peraturan Pemerintah
No. B3 Tahun 2008, 2) Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan kewajiban
pemberian bantuan hukum cuma-cuma menurut Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun
2008, 3) Bagaimanakah penjatuhan sanksi bagi Advokat vang tidak memberikan
bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan. Bentuk penelitian ini
adalah yuridis sosiologis dengan mempergunakan data primer  dan sekunder. Data
vang diperoleh dianalisa secara kualitatif sehingga bersifat deskriptif, vaitu berupa
penggambaran yang jelas tentang kenyataan vang ada di lapangan. Dari hasil
penelitian diketahui bahwa 1) Pemberian bantuan hukum belum berjalan sebagaimana
mestinya, dimana Advokat belum maksimal menjalankan kewajiban moral dan
profesinya sementara peran negara masih sebatas regulator. 2) Kendala vang dihadapi
adalah kurangnya sosialisasi. perpecahan organisasi serta ketidaklersediaan anggaran,
sehingga PP ini dianggap sebagai bentuk pelepasan tangeungjawab Negara kepada
Lembaga Bantuan Hukum, Advokat dan Organisasi Advokat. 3) Penjatuhan sanksi
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Organisasi Advokat. Sanksi
tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara atau
pemberhentian tetap dari profesinva. Untuk memaksimalkan pemberian bantuan
hukum maka perlu didorong lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum yang
nantinya akan mengatur lebih jelas mengenai pemberian bantuan hukum termasuk
mekanisme dan alokasi anggaran.




BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akses untuk memperoleh bantuan hukum di Indonesia masih sangat
tinggi. Hal ini dipicu oleh tingginya angka kemiskinan yang mencapai puluhan juta.
Data Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah penduduk yang berada di bawah
garis kemiskinan pada maret 2009 mencapai 32,53 juta jiwa.] Sementara jumlah
Advokat yang tersedia kurang lebih 22.000 orang termasuk yang aktif sekitar 1.000
orang.” Sebagian besar diantaranya berada di kota-kota besar dan ibu kota provinsi.
padahal kebutuhan pencari keadilan seringkali bukan hanya di kota-kota besar namun
iuga menyebar sampai ke pelosok-pelosok wilayah terpencil. Tingginya kebutuhan
rersebut dapat terlihat dari kasus-kasus vang diterima dan ditangani oleh lembaga-

fembaga bantuan hukum benkut:

Tabel 1.
Kasus-kasus vang diterima dan ditangani oleh kantor-kantor
LBH-YLBHI
No |  Kantor LBH 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
| | Banda Aceh 3l Tsunami 98 | 235 153
2 | Medan R2 60 25 | 197 | 152
" 3 | Palembang 91 | 54 79 127 | 100 |
4 | Padang | 14 9 | 68 102 | 131
s | Bandarl.ampung 17 | 26 20 37 4
6 | Jakarta 1.026 | 1200 | 1.123 1 1144
| 7 | Bandung 181 80 | 90 | Tl 99

' www bps.po.id, diakses tanggal 25 November 2009
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§ | Semarang o0 |3 l64 | 231 | 158
0 | Yogyakaria 41) 11 S S 408 27 |
10 | Surabaya | 204 276 57 | 480 | 258
11 | Bali 31 150 41 97 | 102
12 | Manado z - 137 122 82
13 | Makassar il 30 45 73 53 |
14 | Papua 82 40 172 | 172 | 152 |
Jumlah 1920 | 2146 | 2.174 | 3.383 | 2.954 |

Sumber: Kertas Kerja Bantuan Hukum di Indonesia: Menyambut Lahirnya
Undang-Undang Bantuan Hukum

Kebutuhan masyvarakat miskin untuk dapat mengakses bantuan hukum
menjadi persoalan yang mesti segera dijawab oleh pemerintah sebagai penerima
mandat dari rakyat. Hal tersebut sejalan dengan amanat Konstitusi Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun1945) dimana
Pasal 1 ayat (3) menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum.” Scbagai negara
hukum maka prinsip-prinsip dasar seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan
hukum dan pencgakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan
undang-undang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara. Untuk itu jaminan atas
perlindungan terhadap hak-hak dasar warga ncgara menjadi penting dan mutlak harus
ada sebagai implementasi asas persamaan di hadapan hukum dimana bantuan hukum
merupakan salah satu wujud persamaan di hadapan hukum tersebut.

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis.

Artinya persamaan di hadapan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan

* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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BAB 111

PENUTUP

A, Kesimpulan

1.

b

Pelaksanaan kewajiban Advokat dalam pemberian bantuan hukum secara
cuma-cuma menurut PP 83 Tahun 2008 masih belum berjalan secara
maksimal. Hal tersebut tergambar dari perkara prodec yang ditangani di
Pengadilan Negeri Padang sejak tahun 2000 sampai tahun 2008 cenderung
mengalami penurunan. Hal tersebut bertolak belakang dari data Lembaga
Bantuan Hukum Padang vang justru memperlihatkan masih tingginya tingkat
kebutuhan mayarakat untuk memperoleh bantuan hukum. Disamping itu
belum terwujud pelaksanaan peran yang merata dari Advokat, Organisasi
Advokat serta Lembaga Bantuan Hukum sehingga pelaksanaan peran tersebut
hanya didominasi oleh Advokat tertentu.

Kendala dalam pelaksanaan kewajiban bantuan hukum secara cuma-cuma
menurut PP 83 tahun 2008 adalah persoalan ketidaktersediaan anggaran
bantuan hukum sehingga pemerintah dinilai melepaskan tanggungjawab
konstitusionalnya kepada Advokat. Organisasi Advokat dan Lembaga
Bantuan Hukum. Disamping itu, belum ada mekanisme vang jelas dalam
pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma serla minimnya sosialisasi
schingga dapat membingungkan pencari keadilan. Ial tersebut juga dipersulit

oleh tidak adanva koordinasi baik interen Advokat dengan organisasi maupun
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